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ABSTRACT 

 
Detentions made to ABH must be separated from adults as regulated in Article 3 letter 

b of the UU SPPA. Detention of ABH based on Article 105 of the UU SPPA is required to be 
carried out at the LPAS institution. The problem in this study is that Bali Province is one of the 
regions in Indonesia that does not yet have a LPAS as a support for the enactment of the UU 
SPPA. Based on the results of research conducted on these problems, it can be 
concluded that the mechanism for eliminating ABH stems from the Criminal Procedure 
Code (KUHAP) and the SPPA Law. The general prosecutor of the Bangli District 
Attorney in this case has not been able to fully implement the provisions in Law 
Number 11 of 2012 Article 33 paragraph (4) where child detainees should be held in 
Penitentiary or if there is no Penitentiary, then in accordance with the provisions of 
Article 33 paragraph (5) can be carried out in Social Welfare Organizing Institutions 
(LPKS), but in practice children who are in conflict with the law are still kept in 
detention centers.  
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ABSTRAK 

 

Penahanan yang dilakukan kepada ABH wajib untuk dipisahkan dengan orang 
dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b UU SPPA. Penahanan terhadap 
ABH berdasarkan Pasal 105 UU SPPA diwajibkan untuk dilakukan di lembaga LPAS. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah Provinsi Bali merupakan salah satu daerah 
di Indonesia yang belum memiliki LPAS sebagai penunjang dari berlakunya UU SPPA. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa mekanisme penahanan ABH bersumber kepada Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta UU SPPA. Penuntut umum Kejaksaan 
Negeri Bangli dalam hal ini belum bisa sepenuhnya menjalankan ketentuan dalam UU 
Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 33 ayat (4) dimana tahanan anak seharusnya ditahan di 
LPAS atau jika tidak terdapat LPAS maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (5) 
dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), namun 
dalam prakteknya anak yang berhadapan dengan hukum masih dititip di Rutan.  
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